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ABSTRAK 

 
Oktavia Nur Effendi. 201910115224. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Korban Kejahatan Child Cyber Grooming Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak. 

 

Pesatnya perkembangan masyarakat dibarengi dengan semakin berkembangnya 

teknologi internet yang memberikan dampak positif dan negatif. Salah satunya 

adalah berkembangnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dikenal 

dengan istilah child cyber grooming yang dilakukan dengan menggunakan 

teknologi internet dan menjadi kebutuhan utama di masyarakat. Hal ini tentunya 

menjadi perhatian dan peringatan terhadap masyarakat maupun pemerintah. Namun 

belum ada peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur hal ini secara legal. 

Bahkan ketika ada hukum positif yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mengkriminalisasi pelaku, ternyata masih menghadapi sejumlah kendala. 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan dan upaya 

hukum bagi anak korban child cyber grooming. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis bahan-bahan hukum 

yang terkait dengan penelitian ini, kemudian menyimpulkannya hingga menjadi 

kesimpulan deskriptif. Penelitian ini menunjukkan masih terdapat hambatan dalam 

undang-undang perawatan anak di Indonesia. Peraturan alternatif terhadap anak 

korban grooming dalam undang-undang tersebut, seperti Undang-Undang 

Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, 

dan UU Pornografi, ternyata masih memiliki celah yang dapat menimbulkan 

masalah lain, seperti ketidaksesuaian hukuman UU Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual (TPKS) dan UU Hukum Pidana Indonesia dapat menjadi opsi lain yang 

suatu saat dapat mempertimbangkan dalam kasus yang melibatkan pengasuhan 

anak. Dalam hal ini, tampaknya lebih baik jika dibuat peraturan pemerintah dengan 

pembuktian dan sanksi pidana yang lebih dimaksimalkan. 

 

Kata kunci: child cyber grooming, kekerasan seksual, perlindungan hukum 
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ABSTRACT 

 
Oktavia Nur Effendi. 201910115224. Legal Protection of Child Cyber Cyber 

Grooming Crime in Law Number 35 of 2014 Concerning Child Protection. 

 

The rapid development of society is accompanied by the development of internet 

technology, which has both positive and negative impacts. One of them is the 

development of criminal acts of sexual abuse against children known as child cyber 

grooming which is carried out using internet technology and has become a major 

need in society. This is certainly a concern and warning to the community and 

government. However, there is regulation in Indonesia that specifically regulates 

this legally. Even when there are positive laws that can be used as a basis for 

criminalizing perpetrators, it still faces a few obstacles.  

The purpose of this study was to determine how victims of child cyber grooming 

and the form of legal remedies for child victims of child cyber grooming. The 

method taken in this study is to use normative juridical research methods, by 

analyzing legal materials related to this study, then concluding them to become 

descriptive conclusions.  

This research shows that there are still obstacles in childcare laws in Indonesia. 

Alternative regulations for child victims of grooming in the aforementioned laws, 

such as the Electronic Transaction Information Law (UU ITE), the Child Protection 

Law, and the Pornography Law, it turns out that there are still loopholes that can 

cause other problems, such as the incompatibility of penalties of the TPKS Law and 

the Indonesian Criminal Law can be another option that can one day be considered 

in cases involving child care. In this case, it seems better if government regulations 

are made with more maximized evidence and criminal sanctions. 

 

Keywords: child cyber grooming, sexual assault, legal protection 
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